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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemeriksaan Intern

2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern memiliki peranan penting dalam menunjang efektivitas kegiatan operasional pada perusahaan dan digunakan untuk menguji dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Audit Internal”, yaitu:

“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.









      (1997 : 11)

Menurut  Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Internal Auditing (suatu pengantar)”, mengemukakan bahwa:

“Internal Auditing adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independent) di dalam suatu organisasi untuk meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan”.

(2005 : iii)

Pemeriksaan Intern menurut Mulyadi dalam bukunya ”Auditing” adalah sebagai berikut:

“Audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka”.

(2002 : 211)

Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa pemeriksaan intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas (indepanden) dalam suatu organisasi untuk meninjau, menguji, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi untuk membantu pimpinan dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen.

2.1.2 Tujuan  dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Intern

Tujuan pemeriksaan intern adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan intern akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Audit Internal”  mengemukakan tentang tujuan Pemeriksaan Intern sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

(1997 : 11)

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut Mulyadi Pemeriksaan intern harus melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

“1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan”.

(2002 : 211)

Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan intern menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Pemeriksaan Internal”, adalah sebagai berikut:

“Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan”.

(1997 : 17)

Selanjutnya Hiro Tugiman juga menjelaskan lingkup pemeriksaan intern mencakup:

“1.  Keandalan Informasi.

2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan terhadap harta.

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.

5. Pencapaian tujuan”.

(1997 : 17)

Penjelasan dari lingkup pemeriksaan intern adalah sebagai berikut:

1. Keandalan informasi

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang di pergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut.

2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.

3. Perlindungan tehadap harta

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa alat atau cara yang di pergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Pemeriksaan internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

5. Pencapaian Tujuan

Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi, atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.  

2.1.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern sebelum melaksanakan tugasnya harus mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pegangan dalam menjalankan aktivitasnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab utama pemeriksaan intern adalah membantu manajemen dalam menjalankan peruahaan dengan cara memberikan informasi dan melakukan pemantauan mengenai kinerja pengendalian satuan usaha, seperti pendapat Mulyadi dalam bukunya “Auditing”, menyatakan tanggung jawab pemeriksaan  intern sebagai berikut:

“Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian intern entitas”.

(2002 : 211)

Sama halnya dengan yang terdapat dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia:

“Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian entitas”.

(2001 : 322.2)

Uraian diatas baru menggambarkan secara umum tanggung jawab pemeriksaan intern, sedangkan sebenarnya bahwa tanggung jawab sebagai seorang internal auditor tidak sesederhana itu. 

Tanggung jawab pemeriksaan intern dalam perusahaan haruslah ditetapkan dengan jelas dengan kebijakan manajemen. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor interna itu untuk berurusan dengan kekayaan, dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang sedang direviu. Auditor internal harus bebas untuk mereviu dan menilai kebijakan, rencana, prosedur, dan catatan.

Tanggung jawab auditor internal haruslah:

· Memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten.

· Mengkoordinasi kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perushaan.

Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak memikul tanggungjawab langsung dan juga tidak mempunyai wewenang atas kegiatan-kegiatan yang sedang di reviu itu. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penilaian pemeriksaan intern sama sekali tidak membebaskan orang lain dalam perusahaan itu dari tanggung jawabnya.

Pemeriksaan intern hanya terdapat pada perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian, seksi atau satuan organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlunya di bentuk pemeriksaan intern. Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” mengemukakan bahwa:
“Tugas fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi”.

(2002 : 211)

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pemeriksaan intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

2.1.4 Independensi dan Objektivitas Pemeriksaan Intern

Independensi adalah suatu hal yang pokok untuk mencapai keefektifan pemeriksaan intern. Pemeriksaan intern dikatakan independen apabila pemeriksaan intern dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif.

Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar profesional Audit Internal” mengemukakan bahwa:

“Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

1. Status organisasi: Status organisasi dari unit audit internal (bagian pemeriksaan internal) haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.

2. Objektivitas: Para pemeriksa internal (internal Auditor) haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif”.

(1997 : 16)

Independensi sangatlah penting bagi keefektivan pemeriksaan intern. Independensi ini terutama di peroleh melalui status organisasional dan objektivitasnya:

· Status pemeriksaan intern dalam organisasi dan dukungan yang diberikan manajemen kepadanya merupakan penentu utama ruang lingkup dan nilainya. Karena itu, kepada fungsi auditing internal harus bertanggung jawab kepada seorang pejabat yang cukup berwenang untuk menjamin luasnya ruang lingkup cakupan pemeriksaan dan pertimbangan yang cukup atas dan tindakan yang efektif atas temuan pemeriksaan dan rekomendasinya.

· Obyektivitas sangat penting bagi fungsi pemeriksaan. Oleh karena itu, auditor internal janganlah merancang dan menerapkan prosedur, catatan, atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya akan di reviu dan dinilai sendiri dan yang mungkin sekali akan mengurangi independensinya. Namun obyektivitas pemeriksaan intern harus di pengaruhi oleh ketentuan dan rekomendasi auditor atas standar pengendalian yang akan diterapkan dalam pengembangan sistem dan prosedur yang sedang di reviu. 

Dengan demikian independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri pemeriksa dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri pemeriksa dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Objektivitas merupakan sikap mental yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (internal Auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan Intern tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain.

2.1.5 Program  Pemeriksaan Intern

Agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan baik, tentunya terlebih dahulu harus membuat program yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, membuat laporan, sampai kepada tindak lanjut agar pemeriksaan tercapai dengan baik

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Internal Auditing (Suatu Pengantar)” mengemukakan bahwa:

“Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Kecuali berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan”.

(2005 : 33)

Menurut Arens dan Loblecke yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu” mengemukakan tentang program pemeriksaan sebagai berikut:

“Instruksi terperinci untuk mengumpulkan bahan bukti menyeluruh untuk satu bidang audit atau seluruh audit. Program audit selalu mencakup prosedur audit dan juga dapat meliputi besar sampel, pos atau unsur yang dipilih, serta saat pelaksanaan pengujian”.

(1999 : 821)

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa program audit merupakan perencanaan prosedur dalam pencapaian tujuannya. Program audit berfungsi sebagai alat perencanaan, mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan yang meliputi besar sampel, pos atau unsur yang dipilih, serta saat pelaksanaan pengujian.

Supaya program pemeriksaan berjalan atau terlaksana dengan baik, maka suatu program pemeriksaan haruslah:

1. Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan.

2. Menetapkan tujuan pemeriksaan.

3. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang akan diteliti.

5. Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan.

6. Merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan perubahan, bila dipandang perlu, selama pelaksanan pemeriksaan.

7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan program pemeriksaan  menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Internal Auditing (Suatu Pengantar)” adalah sebagai berikut:

“Tujuan yang ingin dicapai dengan program audit adalah:

· Memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan  pemeriksaan.

· Memberikan Daftar simak-checlist sementara pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak satupun yang ketinggalan.

· Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-perubahan: standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan”.

(2005 : 34)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka program pemeriksaan mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan. Ketika menyusun program pemeriksaan, pengetahuan, dan pertimbangan para karyawan pemeriksaan harus berpengalaman dan dapat menerapkan, juga memastikan bahwa semua hal yang terdapat dalam program adalah tepat dan benar.

2.1.6 Kertas Kerja Pemeriksaan Intern

Ketas kerja amat penting artinya bagi para auditor, baik intern maupun ekstern. Dalam kertas kerja itulah seluruh pekerjaan pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan sampai tersusunnya laporan akhir, didokumentasikan.

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” mengemukakan pengertian kertas kerja sebagai berikut:

“Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya”.

(2002 : 100)

Sedangkan menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Audit Internal” mengemukakan pengertian kertas kerja sebagai berikut:

“Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemerikasaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan”.

(1997 : 63)

Dari pengertian kertas kerja diatas dapat di simpulkan bahwa kertas kerja merupakan catatan-catatan atau dokumen yang dibuat oleh pemeriksa yang berisi tentang prosedur pemeriksaan yang dilakukannya, kertas kerja ini harus mencantumkan informasi yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang akan dilaporkan.

Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang meperlihatkan:

a. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik.

b. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.

c. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” mengemukakan tujuan pembuatan kertas kerja adalah sebagai berikut:

“Empat tujuan penting pembuatan kertas kerja adalah untuk:

1. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan.

2. Menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditannya.

3. Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit.

4. Memberikan pedoman dalam audit berikutnya”. 

(2002 : 101)

2.1.7 Laporan Kerja Pemeriksaan Intern

Setiap perusahaan harus mempunyai laporan pemeriksaan intern yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Dalam membuat laporan sebaiknya diketahui hal-hal yang penting dalam membuat laporan. Laporan pemeriksaan merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” mengemukakan bahwa:

“Laporan audit merupakan alat utama yang dipakai oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada pemakai jasanya”.  

(2002 : 1)

Menurut Henry Simamora dalam bukunya “Auditing” mengemukakan empat standar pelaporan sebagai berikut:

“Keempat standar pelaporan tersebut adalah:

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Laporan auditor harus mengidentifikasi situasi di mana prinsip tersebut tidak diikuti secara konsisten dalam periode sekarang berkaitan dengan periode yang lalu.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan kauangan akan dianggap memadai kecuali jikalau dinyatakan lain dalam laporan.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat auditor mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Manakala pendapat tidak dapat dinyatakan, maka alasannya harus dijelaskan”.

(2002 : 210)

Sementara itu menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Audit Internal” mengemukakan tentang penyampaian hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Pemeriksaan internal harus melaporkan hasil pemriksaan yang dilakukannya”.

(1997 : 68)
Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Internal Auditing (suatu pengantar)” mengemukakan pendapatnya bahwa laporan pemeriksaan terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya yaitu sebagai berikut:

“Pada umumnya laporan auditor intern tersebut dibagi dalam beberapa bentuk yaitu: (1) lisan, (2) daftar kuesioner, (3) surat, (4) laporan yang berisi sekumpulan komentar, (5) laporan yang terdiri dari laporan keuangan dengan atau tanpa komentar atas laporan keuangan tersebut”.

(2005 : 97)

Berikut ini penjelasan dari pernyataan diatas:

Laporan secara lisan biasanya timbul dari suatu kejadian yang serius atau segera, yang tidak memerlukan pencatatan. Komunikasi secara lisan ini merupakan cara yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah kecil (tidak penting) atau mendiskusikan terlebih dahulu masalah-masalah yang akan di laporkan dalam laporan tertulis. 

Daftar kusioner diperlukan untuk suatu check list atau berfungsi sebagai pencatat pekerjaan apa saja yang telah dilakukan, tetapi sebagai suatu bentuk laporan daftar kuesioner tersebut kurang memberikan informasi secara efektif.

Laporan berbentuk surat dilakukan apabila masalah yang dibicarakan cukup singkat. Hal ini seringkali juga digunakan sebagai pengantar suatu laporan resmi atau rekomendasi kepada staf yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan perusahaan.

Laporan yang berisi kumpulan komentar ini sangat tepat digunakan untuk  rincian hasil diskusi, rekomendasi yang cukup banyak, atau bila laporan terdiri dari banyak halaman. Laporan dalam bentuk ini lebih mudah penggunaannya. Biasanya auditor akan memilih salah satu dari bentuk laporan tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan manajemen. 

2.1.8 Tindak Lanjut Pemeriksaan Intern

Tahap yang cukup penting dari pemeriksaan intern adalah tindak lanjut atas temuan pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa tindakan yang cukup, telah diambil atas laporan temuan pemeriksaan.

Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya “Standar Profesional Audit Internal” menyatakan sebagai berikut:

“Pemeriksaan internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat”.

(1997 : 75)
Pemeriksaan intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima resiko akibat tidak dilakukannya koreksi atas temuan yang dilaporkan.

2.2 Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas hampir selalu dipakai dalam bentuk perbandingan dan tidak pernah digunakan untuk penilaian yang mempunyai pengertian yang absolut.

Efektivitas diukur dengan seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai. Pengertian efektivitas menurut James AF Stoner, R. Edward Freeman, dan Daniel R. Gilbert JR  yang dialih bahasakan oleh Alexander Sindoro dalam bukunya “Manajemen” adalah sebagai berikut:

“Kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai: melakukan hal yang tepat”.

(1996 : 9)

Sementara itu menurut Aren dan Loeblecke yang dialih bahasakan oleh Amir Abdi Yusuf dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu” mengemukakan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas mengacu pada suatu tujuan”.

(1999 : 765)

Dari penegrtian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk menentukan suatu pencapaian tujuan dengan melakukan hal yang tepat untuk pencapaiannya.

2.3 Pengendalian Intern

2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern

Dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengemukakan bahwa:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

(2001 : 319.2)

Sama halnya dengan yang diungkapkan Mulyadi dalam bukunya “Auditing”, mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

“Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajeman, dan personel lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Efektivitas dan efisiensi operasi”.

(2002 : 180)

Dari definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini:

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalain intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan.

2. Pengenadalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.

3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan  mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” adalah:

“Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang belaku, (3) efektivitas dan efisiensi operasi”.

(2002 : 180)

Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila pengendalian intern dijalankan dengan baik pula dan  sesuai dengan prosedur yang ada. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalin intern ini adalah kendalan informasi keuangan dimana pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kepatuhan pemeriksaan intern terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan juga peningkatan kegiatan operasi pemeriksaan intern secara efektif dan efisien.

2.3.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing”, menyebutkan unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“(1) lingkungan pengendalian,

  (2) penaksiran risiko, 

(3) informaasi dan komunikasi, 

(4) aktivitas pengendalian, dan 

(5) Pemantauan”.

(2002 : 183)

Penjelasan dari unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut:
Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan Pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas.

Penaksiran risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, da pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksira risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dlam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalain yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memarlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.

2. Perubahan standar akuntansi.

3. Hukum dan peraturan baru.

4. Perubahan yang berkiatan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.

5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan an pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut.

Informasi dan Komunikasi


Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, dan daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari  komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

Aktivitas Pengendalian


Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang di perlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.


Sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian (yang mencerminkan sikap dan tindakan penting terhadap pengendalian) dan informasi dan komunikasi (yang memproses transaksi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban dan utang), suatu entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan kedalam berbagai kelompok. 

Pemantauan


Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjaadinya perubahan keadaan.

Dari uraian diatas, unsur-unsur pengendalian intern juga dijelaskan dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mengemukakan:

“pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saliang terkait berikut ini:

d. Lingkungan pengendalian. Merupakan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

e. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

f. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

g. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

h. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu”.

(2001 : 319.2)

2.3.4 Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern:

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bahwa bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajeman. Manajeman dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.4 Kas

2.4.1 Pengertian Kas

Kas adalah harta atau aktiva yang paling lancar dalam kelompok aktiva lancar. Dalam kenyataannya pos ini termasuk aktiva yang paling sering mengalami perubahan atau mutasi. Hal ini terjadi karena hampir sebagian besar transksi yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi jumlah kas.

Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya “Intermediate Accounting”, berpendapat bahwa:

“Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu”.

(2000 : 86)
Menurut Haryono Jusup dalam bukunya “Dasar-dasar Akuntansi”, mengemukakan pengertian Kas sebagai berikut:

“Kas adalah aktiva yang dimiliki dan digunakan pada hampir semua perusahaan. Kas meliputi uang tunai (uang kertas maupun uang logam), dan kertas-kertas berharga yang dapat disamakan dengan uang, serta simpanan di bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu (misalnya rekening giro)”.

(2001 : 2)

Menurut Soemarso SR dalam bukunya “Akuntansi suatu Pengantar” mengemukakan pengertian kas sebagai berikut:

“Dari segi Akuntansi, yang dimaksud dengan kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya”.

(2002 : 296)


Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan alat pertukaran yang digunakan oleh hampir semua perusahaan yang meliputi uang tunai  dan kertas-kertas berharga yang dapat disamakan dengan uang, yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan digunakan sebagai alat pelunasan kewajiban.

2.4.2 Pengendalian Kas 

Kas dapat diubah menjadi aktiva lain yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa, serta memenuhi kewajiban dengan lebih mudah bila dibandingkan dengan aktiva lainnya. Oleh karena itu kas disebut juga aktiva liquid (cair). Oleh karena sifatnya yang sangat liquid, kas sering menjadi sasaran kecurangan dan pencurian. Itulah sebabnya perlu adanya prosedur-prosedur untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan.

Mengingat sifat-sifatnya, dalam mengelola kas perusahaan memerlukan perhatian yang cukup serius. Menurut Soemarso SR dalam bukunya “Akuntansi Suatu Pengantar” mengemukakan:

“Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu mengelola kas adalah:

1. Perencanaan arus kas (cash flow planning)

2. Pengendalian Penerimaan kas

3. Pengendalian pengeluaran kas

4. Melakukan rekonsiliasi bank

5. Penerapan sistem dana tetap untuk kas kecil”.

(2002 : 296)

Pengendalian yang baik terhadap kas memerlukan prosedur-prosedur yang memadai untuk melindungi penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Menurut Haryono Jusup dalam bukunya “Dasar-dasar Akuntansi” mengemukakan  bahwa dalam merancang prosedur-prosedur tersebut hendaknya diperhatikan tiga prinsip pokok pengendalian intern, diantaranya yaitu:

“Pertama, harus terdapat pemisahan tugas secara tepat, sehingga petugas yang bertanggungjawab menangani transaksi kas dan penyimpangan kas tidak merangkap sebagai petugas pencatat transaksi kas. Kedua, semua penerimaan kas hendaknya disetorkan seluruhnya ke bank secara harian. Ketiga, semua pengeluaran kas hendaknya dilakukan dengan menggunakan cek; kecuali untuk pengeluaran yang kecil jumlahnya dimungkinkan untuk menggunakan uang tunai, yaitu melalui kas kecil”.

(2001 : 7)

Dari uraian prinsip pokok pengendalian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harus adanya pemisahan tugas, supaya petugas yang bersangkutan tidak dapat dengan mudah melakukan penggelapan kas dan penggunaan kas untuk keperluan pribadi atau kecurangan-kecurangan yang dapat mungkin terjadi dalam mengelola kas tersebut.

2.4.2.1  Pengendalian Penerimaan Kas

Penerimaan kas bisa berasal dari bermacam-macam sumber, yaitu dari penjualan tunai, penagihan piutang dagang, penerimaan bunga, sewa, dividen, dan lain-lain. Dalam melakukan pengolahan transaksi penerimaan kas pastilah ada resiko yang akan dihadapi, dan yang mungkin terjadi adalah pencurian dan penyalahgunaan kas sebelum atau sesudah dilakukan pencatatan penerimaan kas tersebut. Dalam upaya melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan patutlah mengawasi kas mulai dari saat penerimaannya hingga penyetorannya ke bank. Pengawasan fisik yang benar terhadap kas mengharuskan semua penerimaan kas disetorkan utuh secara harian. Utuh berarti semua penerimaan kas harus disetorkan, yakni pembayaran kas tidak boleh dilakukan/diambilkan dari penerimaan kas yang belum disetorkan. Pengendalian semacam itu mengurangi resiko bahwa penerimaan kas tidak dicatat, dan catatan setoran bank menentukan keberadaan atau keterjadian transaksi. Catatan dari semua penerimaan kas haruslah dibuat sesegera mungkin. Jikalau penerimaan-penerimaan kas dicatat dengan cara tepat waktu dan akurat, maka jumlah uang yang hilang dapat dideteksi dengan membandingkan saldo aktual dengan saldo buku.

Menurut Soemarso SR dalam bukunya “Akuntansi suatu pengantar” mengemukakan pendapatnya tentang prosedur penerimaan kas sebagai berikut:

“Prosedur penerimaan kas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan, yang menerima dan yang mencatat penerimaan uang. 

2. Setiap penerimaan uang langsung disetor ke bank sebagaimana adanya”.

(2002 : 297)

Pada banyak entitas, transaksi penerimaan kas terjadi lebih sering dan melibatkan jumlah yang lebih besar dari pada golongan transaksi lainnya. Selain itu kas merupakan aktiva yang paling liquid. Transaksi penerimaan kas boleh jadi rentan terhadap kesalahan dan penggelapan, dan sebagian besar entitas membangun pengendalian internal yang komprehensif terhadap penerimaan kas.

Prosedur pengendalian yang diuji oleh auditor untuk meyakinkan bahwa semua penerimaan kas yang tercatat menunjukkan penagihan kas sesungguhnya dari pelanggan. Prosedur pengendaliannya antara lain adalah:

1. Keharusan adanya pegawai yang dapat dipercaya yang menyusun daftar pendahuluan penerimaan kas ketika kas masuk dari bagian surat.

2. Meminta slip setoran bank yang sahih ketika dilakukan penyetoran dan membandingkan jumlahnya dengan ikhtisar penerimaan kas yang dibuat oleh kasir.

3. Mengharuskan adanya pembagian tanggung jawab atas penanganan kas dari yang membukukannya ke piutang usaha.

4. Mengharuskan rekonsiliasi bank dibuat secara bulanan oleh seseorang yang tidak terlibat dengan penanganan kas, pitang usaha, atau catatan buku besar.

2.4.2.2  Pengendalian Pengeluaran Kas 

Kecurangan atau penyelewengan biasanya jarang terjadi melalui transaksi penerimaan kas, melainkan melalui pengeluaran kas atau dengan menggunakan faktur fiktif (palsu). Oleh karena itu pengawasan atas pengeluaran kas sama pentingnya atau bahkan kadang-kadang lebih penting daripada penerimaan kas. 

Seperti halnya penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Menurut Soemarso SR dalam bukunya “Akuntansi suatu pengantar” mengemukakan pendapatnya tentang prosedur pengeluaran kas sebagai berikut:

“Pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik, prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil.

2. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu.

3. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas”.

(2002 : 297)

Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil dapat dilakukan melalui kas kecil. Jika kewenangan untuk menandatangani cek didelegasikan kepada seorang pegawai yang ditunjuk, maka pegawai tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pencatatan transaksi kas.

Pengendalian atas pencatatan pengeluaran kas meliputi:

· Pengecekan independent oleh penyelia akuntansi terhadap pencocokan jumlah yang dijurnal dan dibukukan ke akun utang usaha dengan ikhtisar cek yang diterima dari bagian treasure.

· Pengecekan independen atas ketepatan waktu pencatatan dilakukan dengan membandingkan secara berkala entri tanggal pengeluaran kas dengan tanggal pada salinan cek.

· Pembuatan rekonsiliasi bank secara indepanden. 

Pengendalian intern terhadap pengeluaran kas dapat pula dilakukan dengan menggunakan sistem voucher, kas kecil, dan rekonsiliasi bank. Berikut ini penjelasannya:

Sistem Voucher

Sebagian besar perusahaan menengah dan besar memakai sistem voucher sebagai bagian pengendalian intern mereka terhadap pengeluaran-pengeluaran kasnya. Menurut Henry Simamora dalam bukunya “Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis” mengemukakan pendapatnya tentang pengertian Sistem voucher sebagai berikut:

“Sistem Voucher (voucher system) adalah seperangkat metode dan prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat kewajiban-kewajiban dan pembayaran-pembayaran kasnya”. 

(2000 : 213)
Sistem voucher dirancang untuk membantu dalam pengawasan terhadap pengeluaran kas. Menurut Haryono Jusuf dalam bukunya “Dasar-dasar Akuntansi” mengemukakan Sistem voucher menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

“(1) Kewajiban perusahaan hanya dapat terjadi dari transaksi yang telah disetujui (disahkan) oleh orang yang diberi wewenang oleh perusahaan. (2) Prosedur-prosedur yang berkaitan dengan terjadinya kewajiban, yang meliputi verifikasi, pengesahan, dan pencatatan, harus ditetapkan. (3) Cek hanya dapat dikeluarkan untuk pembayaran kewajiban yang telah diverifikasi, disahkan, dan dicatat dengan benar. (4) Kewajiban harus dicatat pada saat terjadi, dan setiap transaksi pembelian harus diperlakukan sebagai transaksi yang independent”.

(2001 : 11)

Kas Kecil

Salah satu prinsip pokok dalam pengawasan terhadap pengeluaran kas ialah bahwa semua pengeluaran kas hendaknya dilakukan dengan menggunakan cek. Namun demikian terdapat pengecualian atas prinsip tersebut apabila pengeluaran kas dilakukan terhadap pengecualian atas prinsip tersebut apabila pengeluaran dilakukan melalui kas kecil. Sebagaimana diketahui, hampir semua perusahaan melakukan pengeluaran kas yang jumlah rupiahnya hampir relatif kecil, seperti pengeluaran kas untuk biaya pos, telegram, pembelian jenis perlengkapan tertentu, perjalanan dinas, dan sebagainya. Jika pengeluaran untuk hal-hal tersebut dilakukan denagan cek, maka jumlah lembar cek yang dibuat untuk pengeluaran-pengeluaran kecil semacam itu akan banyak sekali. Hal ini selain menyebabkan pemborosan waktu, juga mahal. Oleh karena itu, agar perusahaan tidak perlu menarik cek untuk setiap pengeluaran kas yang jumlahnya kecil, maka perusahaan perlu membentuk suatu kas kecil yang disediakan khusus untuk itu.

Menurut Henry Simamora dalam bukunya “Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis” mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kas kecil sebagai berikut:

“Kas kecil (petty cash) adalah dana kas yang dipakai untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang nilainya relatif kecil”.

 (2000 : 213)

Sementara menurut Zaki Baridwan dalam bukunya “Intermediate Accounting” pengertian kas kecil adalah sebagai berikut:

“Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek”.

(2000 : 88)

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kas kecil merupakan dana/uang kas yang tersedia untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil.

Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi bank adalah skedul yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan kas bank dengan catatan kas perusahaan. Bila terdapat perbedaan itu hanya karena berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan kas perusahaan dipandang benar. Namun jika beberapa bagian dari perbedaan itu berasal dari pos-pos lain, maka catatan bank atau catatan perusahaan harus disesuaikan.

Beberapa penyebab perbedaan antara saldo menurut pembukuan perusahaan dengan laporan bank adalah sebagai berikut:

1. Bank belum mencatat transaksi tertentu:

a. Setoran dalam perjalanan. Perusahaan telah mencatat setoran ke bank, tetapi bank belum mencatatnya.

b. Cek dalam perjalanan (cek masih beredar). Cek yang ditarik dan telah dibukukan oleh perusahaan, tetapi bank belum mencatatnya.

2. Perusahaan belum mencatat transaksi tertentu:

a. Penerimaan kas. Bank kadang-kadang melakukan penerimaan kas untuk dibukukan ke dalam rekening giro perusahaan. Hal semacam ini sering terjadi dan bahkan dianjurkan oleh perusahaan kepada para konsumennya. Dengan cara penyetoran langsung ke bank, akan dapat dikurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kas oleh karyawan perusahaan. Cara ini juga akan mempercepat penerimaan kas, di bandingkan dengan penerimaan dilakukan oleh perusahaan.

b. Biaya administrasi bank. Bank biasanya membebankan sejumlah biaya untuk menangani transaksi-transaksi yang dilakukan pemegang giro. Jumlah biaya yang dibebankan tergantung kepada banyaknya transaksi yang ditangani oleh bank. Pada umumnya biaya administrasi bank baru diketahui jumlahnya oleh perusahaan setelah laporan bank diterima.

c. Pendapatan bunga atau jasa giro. Bank memberikan bunga atas saldo giro yang dihitung atas dasar persentrase tertentu dari saldo giro rata-rata per bulan. Tingkat bunga atau jasa giro tidak begitu tinggi bila dibandingkan dengan deposito. Jumlah bunga yang menjadi pendapatan perusahaan biasanya baru diketahui setelah perusahaan menerima laporan bank.

d. Cek kosong dari konsumen atau debitur. Perusahaan sering menerima pembayaran dari para konsumen atau debitur dalam bentuk cek yang diperlakukan sama dengan uang tunai. Cek tersebut bersama-sama dengan uang tunai disetorkan tiap hari ke bank. 

e. Cek dikembalikan kepada penyetor karena alasan lain (bukan cek kosong). Bank kadang-kadang mengembalikan cek kepada penyetor karena alasan-alasan berikut: (1) rekening penarik cek telah ditutup, (2) cek telah kadaluwarsa (cek tertentu kadang-kadang hanya dapat diuangkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apabila selama jangka waktu tersebut tidak diuangkan, maka cek menjadi tidak berlaku lagi), (3) tandatangan yang tercantum pada cek tidak sah, (4) terdapat kesalahan dalam penulisan cek. Akuntansi untuk cek yang dikembalikan kepada penyetor karena alasan-alasan diatas, sama dengan akuntansi untuk pengembalian cek kosong.

3. Bank atau perusahaan (atau kedua-duanya) telah melakukan kesalahan pencatatan.

